
 

BUPATI BANJAR 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI BANJAR 
NOMOR    1    TAHUN 2026 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN KEUANGAN  

KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BANJAR 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANJAR, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas 
kelembagaan serta meningkatkan fungsi dan peran 
Partai Politik dalam sistem politik demokrasi dan sistem 
kepartaian yang efektif sesuai amanat Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu 
bantuan keuangan kepada Partai Politik; 

b. bahwa sebagai upaya peningkatan kapasitas 
kelembagaan partai politik diantaranya melalui kegiatan 
pendidikan politik, perlu kenaikan besaran nilai bantuan 
keuangan bagi partai politik; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu melakukan 
perubahan kembali terhadap Peraturan Bupati Banjar  
Nomor 41 Tahun 2021 tentang  Bantuan Keuangan 
Kepada Partai Politik di Kabupaten Banjar sebagaimana 
telah diubah  dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 22 
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Banjar Nomor 41 Tahun 2021 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Banjar;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 41 Tahun 2021 
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di 
Kabupaten Banjar; 
 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820; 
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) sebagaimana telah  beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6736); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah  
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran  Negara Republik 

Indonesia Nomor 6736); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5189); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan  Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 
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9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) 

sebagaimana telah  beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua atas  Peraturan Pemerintah Nomor 5 

Tahun 2009  tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6177); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 

Politik (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2018 
Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 

Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, 
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 

Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik lndonesia 
Tahun 2020 Nomor 1777); 
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4): 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 
13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 
12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir  

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2); 

16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 41 Tahun 2021 tentang 
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten 

Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 
Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Banjar Nomor 22 Tahun 2023  tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Banjar  Nomor 41 Tahun 2021   
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita 

Daerah  Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 22); 
 
 

MEMUTUSKAN: 
 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 41 TAHUN 
2021 TENTANG  BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI 
POLITIK DI KABUPATEN BANJAR. 

 
 

Pasal I 
 

Ketentuan ayat (1) Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Banjar 
Nomor 41 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada 
Partai Politik di Kabupaten Banjar (Berita Daerah 
Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 42) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 22 

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Banjar  Nomor 41 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan 
Kepada Partai Politik di Kabupaten Banjar (Berita Daerah 
Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 22), diubah  
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

(1) Besaran nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 
yang mendapatkan  kursi di DPRD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebesar  Rp12.000,00 
(dua belas ribu rupiah) per suara sah. 

(2) Alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai 
Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah Bantuan 
Keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran 
berjalan. 
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Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan 
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar. 

 
 

Ditetapkan di Martapura 
pada tanggal 19 Januari 2026 

 
BUPATI BANJAR, 

 
                                                                                                  Ttd 

 
     SAIDI MANSYUR 

Diundangkan di Martapura 
pada tanggal 19 Januari 2026 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, 

 
 
                Ttd 
 
        YUDI ANDREA 

BERITA  DAERAH  KABUPATEN  BANJAR  TAHUN 2026 NOMOR 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


